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PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 07/KPPU-L/2012
Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Pelelangan Umum Badan Hukum Mitra Kerja Sama Pembangunan Pasar Tradisional Semi Modern Pola Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer-BOT) di Kabupaten Sukabumi Tahun 2011.

Jakarta - KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) melalui Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Sukarmi, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Kamser Lumbanradja, M.B.A. dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D masing-masing sebagai Anggota Majelis, telah selesai melakukan pemeriksaaan terhadap Perkara Nomor 07/KPPU-L/2012 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan memutuskan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 di Ruang Pemeriksaan Gedung KPPU, Jakarta.
Perkara ini berawal dari laporan masyarakat kepada KPPU mengenai adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Pelelangan Umum Badan Hukum Mitra Kerja Sama Pembangunan Pasar Tradisional Semi Modern Pola Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer-BOT) di Kabupaten Sukabumi Tahun 2011.dalam yang dilakukan oleh:
1. Tim Seleksi Badan Hukum Mitra Kerja Sama Pembangunan Pasar Tahun 2011  sebagai Terlapor I;
2. PT Graha Karya Semesta sebagai Terlapor II;
3. PT Patirindo Tama Bersama sebagai Terlapor III;
4. PT Pola Mitra Jaya sebagai Terlapor IV.
Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah Pelelangan Umum Badan Hukum Mitra Kerja Sama untuk pekerjaan Investasi Murni Pembangunan Pasar Tradisional Semi Modern dengan Pola Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer-BOT) di Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat Tahun 2011;
Bahwa dengan diprosesnya laporan masyarakat tersebut diharapkan dapat memberikan koreksian serta pengawasan bagi sistem BOT di daerah lain selain Kabupaten Sukabumi. Selama proses pemeriksaan ditemukan fakta-fakta diantaranya:
1. Tentang Persekongkolan Horizontal

a. Tentang Kerja Sama Menyusun Dokumen Penawaran
b. Tentang Kerja Sama dan Keterkaitan Personil
c. Tentang Surat Pajak Tahunan (SPT)
2. Tentang Persekongkolan Vertikal
a. Tentang Pengunduran Waktu Pendaftaran
b. Tentang Perlakuan Diksriminatif Tim Seleksi
Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pelaksanaan pelelangan terhadap perkara aquo belum dapat dilaksanakan mengingat belum disahkannya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi yang mengakibatkannya tidak dapat diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta perizinan lainnya sehingga mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan terganggu. Majelis Komisi juga berpendapat bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam perkara aquo.
Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut:


1.1  Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan cara menjadi anggota ASPARINDO yang memiliki keterlibatan besar dalam perkara a quo. Keterlibatan ASPARINDO yaitu memberikan design site plan kepada anggota-anggotanya khususnya Terlapor II, dan Terlapor III sedangkan Terlapor IV dijadikan pendamping pada perkara a quo sehingga menciptakan persaingan semu;


1.2  Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III dengan cara melakukan diskriminasi yaitu memberikan penilaian 12 poin untuk persyaratan jasa pengelolaan pasar tradisional, personil ahli ekonomi pengelolaan pasar, 30 poin untuk penilaian pengalaman perusahaan, dan 10 poin untuk kemampuan dasar perusahaan. Dengan demikian Terlapor II dan Terlapor III diuntungkan 52 poin dari peserta lainnya yang bukan anggota Asparindo;

1.3 Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III dengan cara melakukan pembiaran ketidaklengkapan dokumen dan/atau tetap memberi penilaian terhadap dokumen yang tidak sah merupakan tindakan memfasilitasi terjadinya persekongkolan Vertikal oleh Terlapor I serta merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha
Majelis Komisi perlu memberikan rekomendasi dalam perkara aquo dengan berdasarkan fakta persidangan yang ada yaitu:

1. Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM agar lebih memperketat pengawasan pembentukan asosiasi-asosiasi pengusaha agar tidak menjadi tempat bagi pengusaha melakukan pengelompokan dan pembagian unit, kelompok, maupun wilayah usaha sehingga tercipta entry barrier bagi pelaku usaha lainnya;

2. Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap Asparindo untuk proyek-proyek pembangunan Pasar melalui Kerja Sama Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009;
3. Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri secara jelas dan lengkap agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
4. Majelis Komisi merekomendasikan kepada Atasan Terlapor I untuk memberikan sanksi Administratif kepada Terlapor I sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
5. Majelis Komisi merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan Sanksi Administratif kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi
Dengan memperhatikan dan menimbang alat bukti serta fakta persidangan maka Majelis Komisi dalam Musyawarah Majelis Komisi sepakat:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;


2. Menyatakan bahwa Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dilarang mengikuti pelelangan dengan sistem Bangun Guna Serah (Built Operate Transfer – BOT) di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun;

3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-

4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);


Press release ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2012, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2012.
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